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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)mengamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka
pendek. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU
Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan
memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka
menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke dalam rencana, program, dan
penganggaran tahunan. RENJA menjadi jembatan, media sinkronisasi
dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah - langkah
tahunan yang lebih konkrit dan terukur yang pada akhirnya RENJA
akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( RAPBD ) yang didahului dengan penyusunan
kebijakan umum APBD yang ditetapkan secara bersama — sama antara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai
fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan

karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

BAB. I. Pendahuluan 1
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1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi
yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.
Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi
maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ( dua )
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
Daerah Kabupaten/ Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang
berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam

pencapaian tujuan pembangunan Kota Solok.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang
dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,
yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah
dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD
dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan
program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan

APBD.

BAB. I. Pendahuluan 2



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten EFmpat

Lawang
Rencana Kerja Tahun 2018

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Empat Lawang Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undangundang Nomor 12 tahun 2008;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000
tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

BAB. I. Pendahuluan 3
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1.3.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun
2012 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang No. 18 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2008 -
2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor ...... Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2014 - 2018.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2016 adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan
perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi BKPSM, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran BKPSM (RKA - BKPSM).

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang

adalah:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan
organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan
sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja
yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai
kinerja organisasi;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai
dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang dalam berpikir, bersikap

dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

BAB. I. Pendahuluan 4
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB L. PENDAHULUAN

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
SKPD, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja
SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dan
dokumen lainnya serta tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD

Landasan Hukum

Memuat  penjelasan tentang  undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BABII. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
dan Capaian Renstra SKPD

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun 2013 dan perkiraan capaian tahun
2016, mengacu pada APBD Tahun 2016. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

BAB. I. Pendahuluan
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2.2,

2.3.

2.4.

berdasarkan  realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini

antara lain uraian realisasi program dan kegiatan

yang tidak memenuhi, memenuhi dan yang melebihi

target kinerja yang direncanakan, serta faktor-faktor

penyebabnya

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan

Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

Berisikan uraian tentang :

~ Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

~ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

~ Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Developmnet Goals)

~ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan SKPD

~ Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan

hasil analisis kebutuhan, serta penjelasan temuan-

temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

BAB. I. Pendahuluan
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2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para stakeholders dan masyarakat
lainnya, dan penjelasan tentang proses bagaimana
usulan program/kegiatan tersebut diperoleh, serta
penjelasan kesesuaian wusulan tersebut dikaitkan

dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi BKD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1.

3.2.

3.3.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPSM
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi BKPSM yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra BKPSM

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang
menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan serta wuraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta

kebutuhan dananya

BAB VII. PENUTUP

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana

tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan

BAB. I. Pendahuluan
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BAB 1II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN
RENSTRA

Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 ini dilakukan
analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2015 yang
bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan
SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode
sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang
dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang

Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB. II. Fvaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu 8
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2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, BKPSDM
Kabupaten Empat Lawang telah menetapkan beberapa indikator kinerja
yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah tercantum dalam
rencana strategis 2013 - 2018. Indikator kinerja tersebut adalah dasar
utama dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah
direncanakan setiap tahun. Sebagai bentuk upaya pencapaian realisasi
terhadap target kinerja yang dilakukan, dibawah ini akan diuraikan
pencapaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Empat Lawang

Realisasi .
. SPM/ Target Renstra SKPD Capaian Proyeksi Catatan
No Indikator standar | IKK .
3 Analisa
nasional 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 11 12 13
1 | Persentase pemenuhan - - 69,34 | 77.00 | 8467 100% 60,34 71.00 80,67 90%
kebutuhan jumlah PNSD % % % % % %
2 | Jumlah PNS prestasi yang - - 36 36 36 36 36 36 36 36
diberikan reward/
penghargaan
3 | Persentase PNS yang - - 19,9 39,8% | 59,9% | 100% | 21,9% | 35,9% | 52,8% 70%
ditetapkan menduduki %
jabatan fungsional
4 | Persentase jabatan Esselon - - 55,53 | 66,60 77,87 100% 55,53 66,60 | 77,87 85%
yang terisi berdasarkan % % % % % %
sistem karir dan prestasi
kerja
5 | Persentase PNS yang - - 75% 80% 85% 100% 75% 80% 85% 90%
ditempatkan sesuai dengan
pendidikan, keahlian, dan
kompetensi
6 | Persentase Pejabat Esselon - - 49,11 | 58,46 63,71 56% 49,11 58.46 63,71 70%
yang memenuhi persyaratan % % % % % %
diklat PIM
7 | Penanganan kasus-kasus - - 1 1 1 1 1 1 1 1
pelanggaran disiplin PNS
8 | Jumlah CPNS yang - - 331 665 400 200 331 665 400 200
mengikuti Prajabatan
sebagai syarat diangkat
menjadi PNSD
9 | Jumlah PNS yang mengikuti - - 63 62 62 62 63 62 62 62
diklat penjenjangan
10 | Jumlah PNS yang telah - - 55 50 54 55 50 54 54 55
mengikuti tugas belajar
11 | Jumlah PNS yang mendapat - - 12 30 30 30 12 30 30 30
izin belajar
12 | Pembinaan Jiwa Kors - - - - 12 12 - - 12 12
KORPRI

BAB. II. Fvaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu 13
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2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan
urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan
permasalahan lainnya untuk dilaksanakan dan diselesaikan secara
berkesinambungan. Prioritas utama tahapan pembangunan kedua pada
penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan profesionalisme
aparatur pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Isu
strategis harus dijadikan jargon dalam mengatasi berbagai faktor

penghambat, tantangan dan peluang yang ada.

Isu kepegawaian yang mengemukakan bahwa sampai dengan saat
ini, masyarakat memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri masih
ditengarai oleh ketidakkompetennya (incompetence) dalam menangani
tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik, PNS yang
ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-fungsi jabatan
yang diduduki (mismatch), PNS yang ada tidak terdayagunakan secara
optimal (under empolyment), dan kinerjanya masih terbilang rendah

(under performance).

Persepsi masyarakat terhadap kondisi PNS sebagai tersebut diatas
jika kita cermati adalah wajar mengingat PNS sampai dengan saat ini
belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan
PNS sebagaimana harapan masyarakat. Sistem manajemen yang ada
belum didukung dengan subsub sistem atau komponen manajemen
kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS

yang diinginkan.

Penentuan  isu-isu  strategis Badan  Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang Tahun
2017 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk

mendukung isu strategis daerah yaitu :

1. Penerimaan calon PNSD berdasarkan kebutuhan dan analisa formasi
dilaksanakan secara professional demi mewujudkan ketersediaan

kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional.

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu 14
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2.4.

8.

. Pelaksanaan/ pengiriman peserta Diklat PIM IV guna memenuhi

persyaratan jabatan sehingga kekosongan jabatan di level Esselon IV

dapat terisi

. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi PNS melalui Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian sehingga menghadirkan kualitas

data yang vailid dan mudah diakses secara langsung.

. Sistem penempatan pegawai berdasarkan hasil analisa formasi dan

basis pendidikan.

. Meningkatkan disiplin pegawai dengan menerapkan PP No. 53 Tahun

2010 tentang Disiplin PNS.

. Penetapan PNS Daerah dalam jabatan fungsional

. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan/ pelatihan/

kursus teknis

Pembinaan Jiwa Korsa KORPRI

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2017, setelah dilakukan

perbandingan dan analisa terhadap Rancangan Renja BKD terdapat

keselarasan yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam table sebagai berikut :
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2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten
Empat Lawang, semua usulan masyarakat terhadap program dan
kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013,
ternyata tidak ada  hubungannya dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Empat Lawang. Hal ini
disebabkan oleh karena BKPSDM tugas pokok dan fungsinya lebih

banyak berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang kepegawaian kepegawaian.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3. 1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang berpedoman pada dokumen Renstra BKD periode 2014-
2018. Renstra disusun sejalan dengan dokumen RPJMD Kabupaten
Empat Lawang periode 2014-2018. Sedangkan RPJMD Kabupaten
mengacu pada RPJMD Propinsi yang tentu saja inspirasi dan sumbernya
adalah RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Dari RPJM Nasional
melahirkan Renstra Kementrian. Renstra Kementerian yang relevan dan
searah dengan Renstra BKPSDM Empat Lawang adalah Renstra
Kementerian PAN-RB dan BKN Pusat.
I. Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Visi : “Terwujudnya aparatur negara yang profesional, efektif efisien
dan akuntabel dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju
Kepemerintahan yang Baik”.
Misi :
. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur;
. Meningkatkan koordinasi pengawasan;
. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien,;

. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan;

N O o AW N

. Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur.

II. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Visi : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera”.
Misi :
1. Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS
2. Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan
perundang-undangan kepegawaian.

3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
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4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian
5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian

6. Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Dari visi dan misi dua kementrian tersebut, maka rumusan visi
dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah:

Visi : Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Professional, Disiplin
dan Bermoral dalam Memberikan Pelayanan
Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pembinaan

kepegawaian.

3. Mengembangkan system karir dan prestasi kerja untuk promosi

jabatan

4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan etika moral

kepribadian aparatur (PP Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Jiwa
Korps dan Kode Etik).
Dari Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia tersebut, maka dirumuskan program-program dan kegiatan-
kegiatan dalam Renja BKPSDM periode 2018 yang menjadi tugas dan
fungsi BKSDM.

3. 2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Sesuai Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 - 2018
dalam rangka melaksanakan Tugas dan fungsi guna mencapai visi dan
misi, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan prima khususnya kepada Pegawai Negeri
Sipil mengenai administrasi kepegawaian.
Sasaran : Terwujudnya Tertib Administrasi kepegawaian dalam
rangka penataan pegawai yang proporsional.
2. Memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh pegawai dan

menciptakan koordinasi yang harmonis di seluruh bidang.
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Sasaran : Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan
memperhatikan hak yang dimilik pegawai berdasarkan peraturan
perundangan.

3. Menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, penempatan,
dan pemberhentian PNS dari Jabatan Esselon II.b ke bawah akan
diperankan secara maksimal tugas dan fungsi Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan dalam penentuan karir.

Sasaran :

a. Terwujudnya sumber daya aparatur yang memiliki disiplin tinggi.

b. Pengembangan pegawai secara objektif sesuai dengan system karir
dan prestasi kerja.

4. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas, berkompetensi dan
professional (PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Korps dan Kode Etik.
Sasaran : Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis,
berwawasan berketrampilan dan pemahaman pemahaman mengenai

tugas dan fungsi serta memiliki etika moral.

3. 3. PROGRAM/ KEGIATAN

Dengan ditetapkan visi dan misi SKPD, yang selanjutnya
dijabarkan dalam tujuan, sasaran, starategi dan kebijakan, maka
ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang merupakan upaya
yang akan ditempuh untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang.
Dalam implementasinya secara operasional, pada level pemerintah
daerah program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program/kegiatan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimuat

dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Badan
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Empat Lawang melaksanakan urusan wajib bidang otonomi daerah,
pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.

Agar program dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan
evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan
target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka
pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya.
Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif dapat dilihat pada table 3.1. berikut :
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BAB 1V
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang ini
merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra 2013 -
2018 dalam mendukung tercapainya visi
dan misi Pemerintah Kabupaten. Rencana kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang ini memuat
tujuan dan sasaran, target indicator kinerja, program/ kegiatan serta pagu
indikatif yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan
keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan
tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur BKPSDM berkewajiban untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja BKPSDM ini dengan
sebaik-baiknya.

2. Renja BKPSDM ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan

RAPBD BKPSDM Tahun 2018.

Tebing Tinggi, 2017

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Kabupaten Empat Lawang,

JANUARSYAH, SH., MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 1964010119920310011
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